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MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan PH Pileg Kalteng 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 pada Jum’at (12/7) di Panel 2 dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan. Persidangan akan dimulai pukul13.00 WIB dengan memeriksa empat perkara, yaitu perkara Nomor 129-
12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Adie Seth Jinu, Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 diajukan
Partai Beringin Karya (Berkarya), Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Demokrat, dan Nomor
172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (Golkar).

Pada sidang perdana, Jum’at (12/7), kuasa hukum Partai Golkar, Ahmad Suherman menyampaikan permasalah yang
terjadi saat Pileg berlangsung. Pemohon mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas untuk
Dapil Kapuas 1. Pemohon menemukan kejanggalan daftar hadir di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas yang berisi pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, pemilih ganda dan bahkan tidak
hadir saat Pileg 2019. Pemohon menilai proses pemilihan umum tersebuttelah cacat hukum dan merugikannya. Lebih
lanjut, Ahmad menerangkan, Pemohon menduga ada indikasi penyelenggara pemilu bekerja sama dengan salah
seorang Caleg parpol di Dapil Kapuas 1 dan memperoleh suara cukup signifikan dari Partai Demokrat.

Masih di Dapil Provinsi Kalimantan Tengah, ada permohonan Partai Demokrat yang teregistrasi dengan Nomor 57-14-
21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kuasa hukum Partai Demokrat, Natalia Sahetapy menyampaikan pokok permohonan
terkait persaingan sesama Caleg Demokrat di Dapil Kapuas 2 antara Bob Tutupoli dengan Lindawati. Pemohon
menduga adanya pengurangan suara oleh salah seorang Caleg Demokrat pada Pleno Mantangai untuk wilayah Desa
Sriwidadi. Pasalnya, hasil pleno tidak sesuai dengan formulir C1 TPS 1 dan TPS 2 oleh Lindawati sebagai Caleg
Demokrat. Natalia menegaskan, Pemohon meminta KPU tidak menetapkan Lindawati sebagai calon terpilih dan
memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

Pemohon lainnya, Adie Seth Jinu yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai Amanat
Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 4 mempermasalahkan perolehan suaranya pada Dapil Gunung Mas 2 di
Kecamatan Rungan dan Manuhing Raya. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan jumlah suara saat Pleno Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) di TPS 01 Desa Luwuk Kecamatan Rungun. Hal serupa juga terjadi di TPS 01 Desa Luwuk
Tukau Kecamatan Manuhing Raya, dan TPS 07 Desa Tehang Kecamatan Manuhing Raya.

Selanjutnya ada Bob Tutupoli Caleg Partai Demokrat dengan Nomor Urut 5 yang mendalilkan dugaan kecurangan yang
dilakukan salah satu Caleg dari Partai Demokrat atas nama Lindawati dengan Nomor Urut 4. Pemohon mengungkapkan
kejadian tersebut berlangsung di Desa Sriwidadfi Dapil Kapuas 2.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)
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